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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 2 303/1) ) [DFMPTSE V2022
TEMTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK (TK) CITRA ASIH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTL

Manimbang

Mengingat

k.

10.

KABUPATEN MAJALENGKA

batwa berdasarkan Surat Permnohonan beserta lampiranmyva dan Saudara Yot Kusrnayati, 5.Pd.AUD
tanggal 02 Februari 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Tzin Cperazional dan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomar P04/ 2079/Bid. PAUD dan Dikmas tanggal 25 April 2022
Taman Kanak - Kanak (TK) CITRAASTH dinvatakan memenubi syarat untuk menyelenggarakan
Taman Fanak-Kanak [TE);

bahwa berdasarkan pertimbanaan sel;?)%almana huruf & dan sesual dengan ketemtuan pasal &2
Undang-Undang  Momoe 20 Tahun 2003 tenlang sistem Pendidikan Masional dipandang periu
diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TE) CITRA ASIH
yang ditefapkan dengan keputusan Keoala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sabu
Pintu Kabupaten Majslengka.

Undang-Undang Momor £4 Tahun 1950 tertang Pembentukan Dasrah-daerah Kzbupaten dalam
Linghkungan Propinst Jawa Barat (Barita Negara Repubidic Indonesia Tahun 1950% ==hagaimana telah
céubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1568 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomoe 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dasmh—Daerah Kabupaten dalem Lingkungan Proving Jawa Barat {Lembaran Negara
?5 ; lik Indeswesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lambaran Megara Republis Indonesia Momor
'851);

Unciang-Uncang Komor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lemibaran Mecars
Rgnmlll;‘,ﬁk Indoresia Tahun 2003 Momer 78 Tambahan Lembaran Negarma Reoubik Indonesia Bomor
4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdang Pemenintahan Daerah (Lembaran MNegara Reputilik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tamishan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor oRETY
sebagalmana telsh beberapa kali diubsh terakhic dengan U ndang MNomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang—ndang Momar 23 Tzhun 20149 lentang Pemerintahan
Laerah (Lembarzn Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Momaor S8, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momar 5679);

Peraturan. Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  Masional Pendidikan {Lembaran
Nedgara Republik Indonesia Tabun 2005 Momore 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor $4596), Sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomar 19 Tahun 2005
Tentang Stancdar Masional Pendidikan (lembaran Negara Bk Indonesia Tahun 2012 Nomor 71
Tambanan Lembaran Negara Repuilik Ingonesia Nomor 5410):

Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 2007 tentang Pembagien Urusan Pemerrtah Artam
Pemernintzh, Pemerintah Provinsi dan Pemerintsh Kabupaten/Kote {Lembaran MegarR Renublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lemtaran Negaa Republik Indonesia Nomar 47500;

Peraturan Permerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Onganisasi ‘Perangkat Dasrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambaban Lembaran Negera Republik Indonesia
Mewmar 4750);

Peraturan- Pemerintah Nomor <85TakiE 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
H&&uﬂlik [ndonesia Tahun 2008 Noeor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4854);

Peraturan Pemerintah Nomaor 17 Tabun 2010 tenang Pengedolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
{Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana tefah diubab
dengan Peraturan Pemerintah Nomaor &6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Permerintah Nomar 17
Tahun 2010 tertang Pengelolaan dan| Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negars Republik
Indonesia tahun 2010 Nomoe 113, Tambahan Lembaran Negara Repabik Indonesia Nomaor 5157}

Peraturan Menled Perdidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 58 Tahun 2009 Tertang Standar
Pendidikan Usia Dimi;

Peraluran Mentan Pendidikan dan Kebudayaan Repaublik Indonesta Nomee 81 Tabun 2013 Tenta
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal {Berita Megara Republik Indonesia tahun 2013 Momar 8777
—ebagaimana Telsh diubah dengan Persturan” Menter Pendidiken dan Kebudayaan Republik
Indonesia Momor B4 Tahun 2014 Tentang Pendidan Satuan Pendidikan Nonformal | Berita Megara
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Menstapkan -

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan

1L, Peraluran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenogaraan Perizinan di
Kabiupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Maglengka Tahun 2012 Nomor 41;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Majalenaks Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan
rII:-a.E:a1 _ II1 r-{%fmr 14 Tahun 2016 tentang Pembenukan dan Susunan Perangkat Daersh Kabupaten
“laijalengka.

13, Peraturan Bupabi Majglengka Nomor 2 Tehun 2018 tentang Pelimpahan Kewienangan Perzinan dan
Non Perizingn pada [Wnas Penanaman Modal dan Pelayanan Tempadu Satu Firtu  Wabupaten
Maiakengha,

MEMUTUSKAN :

Memberikan [zin Penyelengosraan Pendidikan Usaia Dind Kepada:
Mama Taman Kanak- Kanak (TKE} : CITRA ASIH
Alamat : Blok Cinambo RT 002 RW 002 Desa Cinambo
Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berkut:

L. Menggunakan Kurkulum dan Metoda Belaiar vang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional:

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang beriaku;

3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten
Maialengka:

4. S2gals fasiitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdiinya Lembaga
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab
Yavasan/Fenyelengaara

Izin Sebagaimana dimaksud dalam dikturm KESATU berlaku selama memenubi ketentuzn dan
dievaluasi sefiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka lzin penyolencgaraan Taman Kanak-
kanak [T} akan dicabut.

Dengan betlakunya Keputusan ink, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan ¥abupaten Majalengka
Nomeoe 322 Tahun 2015 Tangal 24 Agustus 2015 dicabut dan dinyatakan tidak Lerlaku.

Keputusan i Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apahila di
kemudian hari terdapat kekelinuzn dan ateu kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan i + Majalengka
Fada tanggal T Mel 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PAOE SATU PINTU
KABUP KA

- /i '-:'L Pl g8

.I_A..'l‘- -‘-'jlv}

N i g “.
NIP. 196E0513-19A611 1 002

¥th. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majakenghka



